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ABSTRAK

Peran uang untuk membebaskan manusia dari keharusan melakukan barter
yang merepotkan dalam memenuhi keinginan suatu barang. Rupiah kertas dan
Rupiah logam merupakan mata uang Negara Republik Indonesia yang sah dalam
melakukan transaksi pembayaran, ‘berdasarkan Pasal;23 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan tentang larangan menolak
Rupiah dalam pembayaran atau menyelesaikan kewajiban dipenuhi dengan
Rupiah untuk transaksi pembayaran. Dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 tentang ketentuan pidana. Berdasarkan pengalaman pribadi
penulis, di Kabupaten Sijunjung ditemukan hal dalam penolakan pembayaran
dengan menggunakan mata uang logam dalam pembayaran atas transaksi
pembelian dengan beberapa faktor sehingga tidak berlakunya mata uang logam
dengan nilai nominal Rp 100,00(seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00(dua ratus
Rupiah). Permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1. Faktor-faktor apakah yang
menyebabkan ~masyarakat di | Kabupaten Sijunjung menolak transaksi
menggunakan Rupiah logam; 2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Bank
Indonesia dalam sistem pembayaran terkait adanya penolakan pembayaran dengan
Rupiah logam. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode
pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara dan
kuisioner. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : 1. Faktor-faktor yang
menyebabkan masyarakat di Kabupaten Sijunjung menolak transaksi
menggunakan Rupiah adalah sebagai berikut': a. Faktor efisiensi-b. Faktor sosial;
c. Faktor peredaran; d. Faktor sosialisasi. 2. Pelaksanakan pengawasan oleh Bank
Indonesia dalam sistem pembayaran terkait adanya penolakan pembayaran dengan
Rupiah logam adalah sebagai berikut : Bank Indonesia hanya melakukan
pengawasan terhadap pihak-pihak yang diberikan izin oleh Bank Indonesia.
Permasalahan penolakan pembayaran Rupiah yang terjadi pada Kabupaten
Sijunjung sudah masuk ranah hukum pidana.
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